SALINAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EGA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimhang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 20 -
Tahun 2020 tentang Pertanggungjawakan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Pringsewu . tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
* Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksansan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat' | : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301};

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.
' [kembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik . Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301}); '

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932];

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

‘dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

(Lembaran Negazra Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398); :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

12.

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5387)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemernntah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



13.

14.

15.

16.

17.

18,

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara -

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturann Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembearan Negara Republik
Indonesia Nomor 5155};

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tehun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah-

terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tala Cara Poemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);




20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Aluntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomeor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

21

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533); .

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repuhhk
Indonesia Nomor 6057);

23. Peraturan Pemm‘intah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

27, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322};

28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tent.ang. |
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

29, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310j;



30, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1560);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425};

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547};

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah - tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertangsungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067];

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 701);

36, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

37. Peraturan Dacrah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tabun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Prinpsewu {Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewn Tahun 2016 Nomor 186);



Menetapkan

&

39, Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapalan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 6);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04
Tahun 2019 tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 {Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2019 Nomor 4);

41, Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 20
Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewnu Tahun 2020 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN BUPATI TENTANG  PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri

~ atas: o

a. Pendapatan |

1. Pendapatan Asl Rp. 86.,313.480.515,97
Daerah '
2. Dana Perimbangan  Rp. 859.198.408.361,00
3. Lain-Lain Rp. 260.702.335.071,36
Pendapatan yang Sah
4, Jumlah Pendapatan Rp.1.206.214.223.948,33
b. Belanja
1. Belanja Tidak
Langsung
a) Belanja Pegawai Rp. 470.921.442,125,00
b) Belanja Bunga  Rp. 0,00
c) Belanja Subsidi  Ep. 0,00
d) Belanja Hibah Rp. 19.938.400.000,00
¢) Belanja Rp. 4.693.500.000,00

Bantuan Sosial

f) Belanja Bantuan Rp. 196.481.341.466,00
Keuangan

g] Belanja - Tak Rp. 0,00
Terduga '

h)Belanja - Bagi Rp. 2.596.852,932,00

Hasil Ke Provinsi
B Rp.694.631.536.523,00



2. Belanja Langsung
a) Belanja Pegawai Rp. 57.833.260.391,00
b)Belanja Barang Rp.252.334.849.864,86
dan Jasa
¢) Belanja Modal Rp.188.979.432.215,60

Rp. 499.147.542 471,46

Jumlah Belanja Rp. 1.193.779.078.994 46
Surplus/ (Defisit) Rp. 12.435.144.953,87

¢. Pembiayaan

1. Penerimaan REp. 33.994.635.665,75
2. Pengeluaran Rp., 1.500.000.000,00
Jumlah Rp. 32.494.635.665,75
Pembiayaan Neito
Sisa Iebih Rp. 44.929.780.619.62
pembiayaan
anggaran tahun
berkenaan
Pasal 2

Ringkasan Iapor‘én realisasi enpgaran - sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantwm dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.,

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam
penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran IF
Peraturan Bupati ini. '

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan

Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
divndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini  dengan
pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pringsewil.
Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 31 Agustus 2020
BUPATI PRINGSEWU,
dto
SUJADI
Diundangken di Pringsewu

pada tanggal 3! Agustus 2020 _
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM . |
BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 573

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Habupaten Pringsewn

.ﬁ‘l i
_,%:ﬁ; Ve
[HSAN HENDRAWAN, S.H
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